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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban 

bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. 

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat perlu adanya 

penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan 

perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak 

diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak 

setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua 

menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.1 

 

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa 

dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan 

pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat 

beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan 

Petugas Permasyarakatan Anak.Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di 

Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk 

memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 

korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi 

mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice).Konsep diversi didasarkan pada kenyataan 

bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan 

pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan 

akan memberikan stigmasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak 

dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.2 

 

Berdasarkan pada kenyataan dan pentingnya penangan perkara anak yang belum berusia 12 

(dua belas) tahun, seperti yang penulis kemukakan di atas maka penulis terdorong untuk 

                                                             
1 Nashriana,Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.3 
2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika 

Aditama,Bandung,2013, hal.6 



 2 

menyusun skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang 

Belum Berumur 12 Tahun”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat dibahas secara operasional dan sesuai 

dengan sasaran penelitian yang diharapkan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 

2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 

12 Tahun ? 

b. Apakah faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang 

Belum Berumur 12 Tahun. 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup terhadap permasalahan ini dititikberatkan padaImplementasi Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 

dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Tempat penelitian adalah Kepolisian 

Resor Kota Metro. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penulis mempunyai tujuan untuk memberi arahan yang tepat dalam proses penelitian yang 

dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai, oleh 

karenanya ini dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui alasan mengapa Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP Nomor 

65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum 

Berumur 12 Tahun 

b. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 

2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 

12 Tahun. 



 3 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan yang diambil dari penelitian ini adalah:  

a. Kegunaan Teoritis 

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pendapat dan masukan 

terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahunpada 

umumnya. 

 

b.   Kegunaan Praktis 

Kegunaan penulisan dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi aparat penegak hukum 

(sistem peradilan pidana anak) dalam rangka memberikan masukan terhadap Implementasi 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.3  

 

Implementasi adalah: 

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / 

penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang 

telah disusun secara cermat dan rinci (matang). 

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya 

mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan 

yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu 

guna mencapai tujuan kegiatan. 

                                                             
3 Soerjono Soekanto, 1986:123 
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Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang 

menyebabkan dampak terhadap sesuatu. 

Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam 

kehidupan bernegara. 

Diversi adalah ;  

Diundangkan sejak tahun 2012 dan mulai efektif berlaku Juli 2014 lalu, pelaksanaan UU Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dinilai masih belum maksimal. 

Salah satu penyebabnya, menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), adalah pihak 

Kepolisian belum memahami arti diversi sebenarnya. 

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian 

perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat 

(3) menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi”. 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti yaitu 

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.4  

 

E. Sistematika Penulisan 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

skripsi. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan umum tentang Definisi mengenai efektifias, Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, dan Pemahaman tentang Diversi. 

 

                                                             
4 Soerjono Soekanto, 1986:126 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-

langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, 

sumber dan jenis data, dan pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini terdiri dari uraian tentang Efektifitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 65Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang 

Belum Berumur 12 Tahun. 

 

V. PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian 

dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang 

berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya di dalam sistem 

peradilan pidana anak 


